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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan 

kesadaran hukum pemakaian helm sepeda motor, proses penindakan pelanggaran lalu lintas, dan 

kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemakaian helm. 

Kajian dilakukan di Polres Jambi dengan menyeleksi instansi terkait untuk mendapatkan informasi 

secara detail tentang peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm 

pada sepeda motor roda dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik 

pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, kesimpulannya yaitu: Peran Polres Jambi dalam bidang hukum yaitu menegakkan hukum 

terhadap kewajiban penggunaan helm oleh semua pengendara sepeda motor melalui penegakan 

hukum yang bersifat preventif. Dengan kata lain, adanya tindakan preventif. Penindakan dari awal 

oleh polisi, dan pelanggaran lalu lintas untuk pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor. Upaya 

pencegahan membantu dengan sosialisasi dan pendidikan lalu lintas, dan memperingatkan pentingnya 

mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Penegakan hukum represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran. Selain menindak secara represif 

pelanggaran helm seperti: penindakan (ticketing); 

Kata Kunci: Lalu Lintas, Helm. 

ABSTRACT 

This study aims to determine the role of the Traffic Police in increasing legal awareness of 

the use of helmets for two-wheeled motorcycle drivers and the process of law enforcement against 

traffic violations and the obstacles faced by traffic police in increasing legal awareness of helmet use 

for wheeled motorcycle drivers. This research was conducted at the Jambi City Police by selecting the 

relevant agencies to obtain detailed information about the role of the Traffic Police in increasing 

legal awareness of the use of helmets for two-wheeled motorcycle drivers. This thesis uses a 

qualitative research approach and data collection techniques are Observation, Interview, 

Documentation . Based on the research conducted, the conclusions are as follows: that the role of the 

Jambi City Police in its legal area is to enforce the law against the obligation of every motorbike 

rider to use a helmet by means of Preventive Law Enforcement, namely the existence of preventive 

actions from the beginning by the police then traffic violations against traffic violations committed by 

motorized vehicles. Prevention efforts are to provide socialization and traffic education and provide 

warnings about the importance of obeying traffic signs. Repressive Law Enforcement is an action 

taken by law enforcement officers after a crime or violation has occurred. Along with law 

enforcement against violations of the obligation to wear helmets that are repressive, such as taking 

action (ticketing). 

Keywords: Traffic, Helmet. 
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